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Abstract. This study explores the use of Value for Money (VFM) strategies to improve local government
performance of Jakarta City in 2022. Using gualitative research methods, datal was collectedl through lin-depthl
interviews andl document analysis. Thel results show thatl VFM has improved local government performance in
managing budgets and resources, enabling beiter service provision to residents. The findings highlight the
importance of efficiency, effectiveness and accountability in public financial management, and emphasize the
potential of VFM strategies to improve public sector performance.
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Abstrak. Studi ini mengeksplorasi penggunaan strategi Valuel for Moneyl (VFM) untukl meningkatkan kinerjal
pemerintah daerahl Kota Jakarta tahunl 2022. Dengan metodel penelitian lkualitatif, datal dikumpulkan melaluil
wawancara mendalaml dan analisis ldokumen. Hasilnya menunjukkan bahwa VFM telah meningkatkan kinerja
pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan sumber daya, memungkinkan penyediaan layanan yang lebih
baik kepada penduduk. Temuan ini menyoroti pentingnya efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam
pengelolaan keuangan publik, serta menekankan potensi strategi VFM untuk meningkatkan kinerja sektor public

Kata kunci: Value For Money, Ekonomi, Efisiensi, Pemerintah Daerah, Efektivitas

LATAR BELAKANG

Di Indonesia, penerapan prinsip otonomi daerah telah membawa perkembangan besar
dalam akuntansi sektor public. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, daerah
otonom memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan
kepentingan lokal. Seperti yang disarankan oleh OECD pada tahun 2010, pemerintah harus
menilai proyek untuk mencerminkan konsep "Nilai Uang". OECD juga mendorong pemerintah
Indonesia untuk menerapkan kebijakan pemerintah terbuka.

Menurut Higher Education Funding Council for England atau HEFCE (2016) bahwa
Value For Money adalah istilah yang digunakan untuk menilai apakah suatu organisasi
telah memperoleh manfaat maksimal dari barang dan jasa yang diproduksi dengan sumber
daya yang tersedia untuk itu. Beberapa elemen mungkin bersifat subjektif, sulit diukur,
tidak berwujud, dan salah dipahami. Oleh karena itu, diperlukan standar saat
mempertimbangkan apakah Value For money yang telah dicapai memuaskan atau tidak.
Maka dari itu, konsep Value for Money sesuai dengan upaya pemerintah Indonesia untuk

menerapkan kebijakan Open Government.
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Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja
mengemukakan bahwa Instansi Pemerintahan mewajibkan semua instansi yang merupakan
bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan negara, bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kemampuan untuk mengelola sumber daya
yang dimilikinya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ababe (2012), efisiensi dalam menjalankan
kepentingan publik adalah kunci untuk memastikan bahwa lembaga publik menggunakan
anggaran dengan cara terbaik. Provinsi Kota DKI Jakarta adalah Daerah kota yang mempunyai
luas total 662,33 km2, Provinsi DKI Jakarta terdiridari lima wilayah Kota Administrasi dan
satu Kabupaten Administrasi. Dalam Laporan Kinerja (LK) adalah cara untuk memberi tahu
publik tentang bagaimana pemerintah beroperasi. Salah satu cara untuk memberikan informasi
tentang perencanaan dan pencapaian kinerja pemerintah daerah adalah dengan menyusun
Laporan Kinerja dan Informasi Kinerja Pemerintah (LKIP) Provinsi DKI Jakarta.

Maksud dari Laporan Kinerja dan Informasi Kinerja Pemerintah adalah mengenai
posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta pada tahun 2022 serta menyajikan informasi yang bermanfaat dalam menilai
akuntabilitas dan membuat keputusan.

Pada tahun 2022 Pemerintah melakukan pengukuran ketimpangan pendapatan.
Dimana informasi yang dikeluarkan oleh BPS nilai rasio gini berkisar antara O sampai dengan
I dan jika nilai tersebut semakin mendekati 1 nilai tersebut menandakan bahwa tingkat
ketimpangan yang sangat tinggi. Begitu juga dengan seblaiknya jika rasio gini semakin
mendaki angka 0 maka menunjukan adanya pemerataan pendapatan. Nilai 0 pada rasio gini
menggambarkan kesetaraan yang sempurna. Dapat dilihat pada tren indeks rasio gini

Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 —2022 sebagai berikut :

Sumbser. Badan Pusat Sfalistik Prownsi DKI Jaksria, diclah 2023

Gambar 1. Tren Indeks Rasio Gini
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Tren Indeks Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta (garis biru) secara umum berada di
atas tren Indeks Rasio Gini Nasional (garis oranye) selama periode 2017- 2022. Artinya,
ketimpangan pendapatan di wilayah DKI Jakarta umumnya lebih besar dibandingkan
kondisi nasional. Penurunan Rasio Gini di DKI Jakarta terjadi dalam kurun 2017-2018
kemudian terus meningkat hingga 2022. Maka dari itu Pemerintah selalu berdedikasi untuk
menjadi entitas yang memberikan manfaat kepada masyarakat dan secara konsisten
memberikan layanan yang beragam, termasuk dalam bidang kesehatan, keamanan, pendidikan,
serta bidang lainnya. Maka dari itu, Pemerintah harus mencapai reformasi birokrasi yang bersih
dan akuntabel.

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, pemerintahan
daerah, dan sistem peradilan, tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,
kolusi, dan nepotisme ( KKN) telah melakukan perbaikan untuk meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas pelayanan publik serta menghilangkan pungutan liar, khususnya di bidang-

bidang yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Penelitian ini berfokus pada Penerapan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Jakarta pada
tahun 2022 dengan menggunakan prinsip "Value For Money" berdasarkan data yang tersedia
dan konteks yang diuraikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyederhanakan
penilaian kinerja sektor publik di Provinsi Kota Jakarta yang menekankan aspek ekonomi,

efisiensi, dan efektivitas.

KAJIAN PUSTAKA
Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dan Indikator Kinerja

Menurut Effendi (2008), Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)
mempersederhanakan pengukuran kinerja dengan memilih beberapa indikator kinerja khusus
yang menunjukkan keberhasilan organisasi, tujuan dan sasarannya, serta program kegiatan.
Sesuai dengan arahan Pemerintah dalam UU No. 22 dan No.25 Tahun 1999, reformasi
lembaga sektor publik di Indonesia sangat penting. Untuk mewujudkan pemerintahan yang
baik, yaitu pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan
akuntabel, kedua undang-undang tersebut memberikan dasar untuk berbagai reformasi
kelembagaan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi
Pemerintahan, laporan keuangan adalah dokumen yang disusun secara sistematis untuk

memberikan gambaran tentang keadaan keuangan dan aktivitas transaksi yang dilakukan




Penerapan Strategi Value For Money (3E) dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah
Kota Jakarta Tahun 2022

oleh suatu entitas pelaporan. Menurut Mutia, dikutip dalam Riadi (2020), ada beberapa
indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja:

1. Indikator kinerja input (masukan), yang mencakup faktor-faktor yang diperlukan untuk
melakukan kegiatan untuk menghasilkan output yang diinginkan, seperti dana,
sumber daya manusia, informasi, dan lain- lain.

2. Indikator kinerja output ( keluaran), yang mencakup hal-hal yang diharapkan dapat
dicapai langsung dari suatu kegiatan, baik hasil fisik maupun non- fisik.

3. Indikator kinerja dampak (impact) merujuk pada pengaruh yang dihasilkan, baik
secara positif maupun negatif, pada setiap tingkat indikator berdasarkan asumsi
yang telah ditetapkan.

Belanja Daerah dan Pendapatan LRA

Pemerintah dapat melacak penggunaan dan pengelolaan dana publik secara menyeluruh
dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) belanja dan pendapatan. Mereka juga dapat
mengawasi sumber pendapatan yang masuk untuk memastikan pengeluaran dan pendapatan
seimbang.

Anggaran sektor publik melakukan banyak fungsi penting, seperti perencanaan,
pengendalian, dan kebijakan fiskal; itu juga berfungsi sebagai alat politik, koordinasi, dan
komunikasi; dan untuk menilai kinerja, memberikan insentif, dan menyediakan ruang publik
(Mardiasmo, 2002).

Pendapatan-LRA adalah total vang yang masuk ke kas umum daerah, yang
meningkatkan saldo anggaran lebih pada tahun anggaran tertentu. Ini adalah hak pemerintah
daerah dan tidak perlu dikembalikan oleh pemerintah daerah. Sedangkan Belanja adalah
semua pengeluaran yang dibuat melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikurangi dari
Saldo Anggaran Lebih pada tahun anggaran tertentu dan tidak akan dikembalikan oleh
pemerintah daerah.

Keuangan Daerah

APBD berfungsi sebagai landasan utama untuk pengelolaan keuangan daerah selama
satu tahun anggaran, merangkum semua rencana pendapatan dan pengeluaran daerah dan
berfungsi untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi selama periode anggaran tertentu.
Tujuan dari proses pemotongan pendapatan dacrah adalah untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan dalam APBD.

Halim (2001) menyatakan bahwa organisasi dapat mencapai tujuan dan meningkatkan
kinerja jika pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik. Bratakusumah dan Solihin

(2004) mengartikan pengelolaan keuangan daerah sebagai semua tanggung jawab dan hak
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daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dapat diukur secara finansial, terutama

dalam kerangka APBD yang dikelola dengan baik untuk meningkatkan kinerja pemerintah
daerah.

Setiap tahun, BPK sebagai auditor eksternal pemerintah akan memeriksa pengelolaan
keuangan daerah dua kali. Selama audit laporan keuangan pemerintah daerah, BPK akan
memeriksa hingga ke tingkat SKPD untuk mengevaluasi kepatutan penyajian laporan
keuangan SKPD tersebut. Dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah
secara langsung berkorelasi dengan efektivitas dan efisiensi pengelolaannya. Dengan kata lain,
semakin efektif dan efisien pengelolaan keuangan daerah, semakin besar kemungkinan
kinerja keuangan pemerintah daerah itu sendiri akan meningkat.

Penerapan Value For Money

Value for money adalah sebuah konsep yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja
dalam organisasi sektor publik. Konsep ini tidak hanya mempertimbangkan aspek keuangan,
tetapi juga memperhitungkan aspek non-keuangan sebagai dasar untuk menilai seberapa
berhasilnya suatu program kerja di dalam organisasi sektor publik.

Dalam mencapai Value For Money, pengukuran barang dan jasa yang ekonomis,
efisien, dan efektif merupakan tiga elemen utama yaitu :

1. Ekonomis dalam arti hemat atau tepat guna dan tidak ada pemborosoran dan
dikatakan ekonomis apabila kegiatan dapat menghilangkan biaya yang tidak perlu.
2. Efisien yang berkaitan dengan konsep produktivitas. Dalam arti, proses kegiatan
operasional dapat dikatakan efisien apabila hasil pekerjaan tertentu dapat
dicapaidengan penggunaan sumber daya dan dana seminimal mungkin.
3. Efektif yaitu yang hubungan antara output dengan tujuan atau sasaran yang dicapai.
Dan ada beberapa elemen lainya yang perlu ditambahkan yaitu :
a) Ekuitas, yang berarti semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk
mendapatkan pelayanan public
b) Kesetaraan, yang berarti semua dana dialokasikan secara sama untuk pelayanan public.
¢) Masukan, yang berarti sumber daya yang digunakan untuk menerapkan kebijakan,
program, dan inisiatif.
Konsep Pengukuran Value For Money
Setelah menentukan jumlah input, output, dan hasil, Mardiasmo (2002) melanjutkan

untuk menghitung nilai ekonomi, efisien, dan efektivitas yaitu sebagai berikut:
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Pengukuran Ekonomi
Pengukuran ini terkait dengan seberapa efektif mempertimbangkan keluaran

(output) yang diperoleh, dan pengukuran ini juga harus

Inpur

Ek s x 100%

Input Value

mempertimbangkan masukan (input). Rumus pengukuran ekonomis adalah sebagai
berikut:

Ketentuan:

Jika < 100% berarti ekonomis

Jika > 100% berarti tidak ekonomis

Jika =100% berarti ekonomis berimbang

Pengukuran Efisiensi

Rasio antara input dan output adalah ukuran efisiensi. Rasio ini tidak
ditunjukkan dalam bentuk absolut, tetapi dalam bentuk relative. Unit A lebih
efisien dari unit B, sementara unit A lebih efisien tahun ini daripada tahun
sebelumnya.

Dua jenis efisiensi dalam pengukuran kinerja value for money adalah
efisiensi alokasi dan efisiensi teknis atau manajerial. Efisiensi alokasi mengacu pada
kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya input pada tingkat kapasitas
optimal. Efisiensi teknis ( manajerial) mengacu pada kemampuan untuk
memanfaatkan sumber daya input pada tingkat output tertentu. Rumus pengukuran

efisiensi adalah sebagai berikut:

Output
Efisiensi = x 100%
Input

Keterangan:
Jika < 1009% berarti efisien
Jika > 100% berarti tidak efisien
Jika =100% berarti efisien berimbang
Pengukuran Efektifitas
Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan,

maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan secara efektif. Efektifitas tidak
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menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan Biaya boleh jadi

melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh dua kali lebih besar atan bahkan tiga kali
lebih besar dari pada yang telah dianggarkan. Rumus pengukuran efektivitas adalah

sebagai berikut:

Outcome ,
Efektifitas = x 100%
Output

Keterangan:

Jika > 100% berarti efektif

Jika < 100% berarti tidak efektif

Jika = 100% berarti efektifitas berimbang

METODE PENELITIAN
Objek dan Jenis Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang menyajikan
berbagai informasi dari penelitian sebelumnya, dengan dokumen yang relevan, dan gambar
atau tabel untuk menjelaskan dan memahami subjek yang diteliti. Sehingga Informasi yang
dijelaskan dalam penelitian ini digunakan sebagai panduan untuk memberikan informasi dan
fakta — fakta keadaan sebenarnya terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta
pada tahun 2022. Dengan focus penelitian ini tentang penerapan strategi dalam meningkatkan
kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan prinsip Value For Money pada Provinsi DKI
Jakarta tahun 2022.
Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder, yaitu informasi yang
diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data sekunder yang
digunakan pada penelitian ini adalah laporan kinerja Provinsi DKI Jakarta. Metode
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan membaca literatur, buku,

atau jurnal ilmiah untuk mendapatkan landasan teoritis yang menyeluruh.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengukuran Realisasi Kinerja Provinsi DKI Jakarta

Hasil Analisis Pengukuran Kinerja Metode Value for Money pada kinerja Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 sebagai berikut :

Untuk mencapai misi dan tujuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang diuraikan
dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dalam 23 sasaran strategis dan 60 indikator kinerja,
sebagian besar indikator berhasil mencapai kisaran 90% hingga 100%. Tiga indikator sasaran,
salah satunya adalah Skor EKPPD, yang berhasil dicapai.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pencapaian realisasi anggaran
untuk 9 program yang ada di 10 Biro adalah 97,66%. Jumlah total anggaran yang dikelola
adalah sebesar 1.193.443576.535, dengan tingkat realisasi yang berhasil sebesar
1.165.501.794.696. angka tersebut menunjukan bahwa secara umum pemerintah Provinsi DKI
Jakarta pada tahun 2022 dapat mencapai sasaran kinerja dan melaksanakan program sesuai
dengan rencana kerjanya

Pada tahun ini Akuntabilitas kinerja menunjukkan kepada masyarakat bahwa
Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta juga berhasil dalam jangka waktu tertentu. Akan
tetapi pada tahun 2022 masi terdapat realisasi penerimaan pembiayaan daerah yang sangat
tinggi hal ini terjadi karena disebabkan oleh realisasi SILPA pada tahun sebelumnya sebesar
10.701364.203.815,00 atau 213.38% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar
5.015.108.618.305.00.

Dan terdapat realisasi pembiyaan daerah sebesar 4.526.625491.573.00 atau 77,52%
dari anggaran yang sudah ditetapkan pada tahun 2022. Karena hal ini menimbulkan ketidak
tercapainya pengeluaran daerah yang terdapat pada realisasi Penyertaan Modal Daerah sebesar
73.94%karena pembangunan instalansi jalur kereta api yang belum selesai dan hanya
terealisasi atas pembayaran uang muka pekerjaan.

Maka dari itu dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat kita
lihat pada perhitungan dengan konsep “Value for Money”. Rincian data APBD dan RAPBD

Pemerintah Daerah Kota Jakarta yang sudah diolah oleh peneliti adalah sebagai berikut:
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Tabel 1. Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022

PONERINTAN PROVING D60 JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
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Sumber : LKPD Provinsi DKI Jakarta

Pengukuran Ekonomis

Pengukuran ekonomis menermintakan kemampuan pemerintah dalam
mengalokasikan sumber daya finansial maka dari itu dapat dilihat tingkat ekonomi
dalam mengelola keuangan dengan cara perbandingan antara belanja dengan

realisasinya dengan presentase tingkat pencapaiannya.

Realisasi Pengeluaran

Pengukuran Ekonomis X 100 %

Anggaran Pengeluaran

Pengukuran Ekonomis = 55.542.186.969.752
58.971.570.881.413
- 942%

X 100 %

Ketentuan:
Jika < 100% berarti ekonomis
Jika > 100% berarti tidak ekonomis
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Jika = 100% berarti ekonomis berimbang

Dari perhitungan diatas, bahwa pada tahun 2022 perkembangan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih nilai yang sangat tinggi dalam mengembangkan
strategi value for money. Grafik tersebut mengidentifikasi bahwa setiap satuan PDB
yang dilaksanakan pemerintah menghasilkan rata — rata pertumbuhan ekonomi sebesar
94 2 unit atau sebesar 0,942. Angka ini menunjukan tingkat efisiensi yang tinggi dalam
penggunaan nilai tukar mata uang dimana pengeluaran pemerintah menghasilkan
manfaat yang signifikan.

Dengan kata lain, setiap nilai yang diinvestasikan memiliki dampak yang
signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Jakarta dan
mendorong akuntabilitas dan transparansi yang baik.

2. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan antara output/input yang dikaitkan dengan
standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Pengukuran efisien ini
menggambarkan kemampuan suatu instansi dalam menggunakan sumber daya yang

terbatas secara optimal untuk menghasilkan output yang berkualitas.

) Realisasi Pengeluaran
Pengukuram Efisiensi= v 550,
Realisasi Pendapatan

= 55.42.186.969.752
45.608.404.729.501
= 121.8%
Keterangan:

Jika < 100% berarti efisien
Jika > 100% berarti tidak efisien
Jika = 100% berarti efisien berimbang

Pengukuran Efisien pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022
berhasil memproduksi barang atau jasa dengan biaya yang realtif tinggi jika
dibandingkan dengan nilai atau manfaat yang diterima sebesar 121 8% atau 1,218.
Dengan pengukuran efisien yang tinggi dapat menunjukan bahwa hal tersebut dapat
memberikan nilai tambah yang signifikan bagi masyarakat untuk memastikan
penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.

3. Pengukuran Efektivitas
Efektifitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang

ditetapkan. Secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan outcome dengan
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output. Dengan ini menunjukan komimen untuk memastikan bahwa setiap investasi

atau pengeluaran yang dilakukan setiap instansi memberikan hasil terbaik.

) Realisasi Pendapatan
Pengukuran Efektifitas =

X 100 %
Anggaran Pendapatan

Pengukuran Efektifitas = 45.608.404.729.501
55.662.834.753.592
= 81,9%
Keterangan :

Jika > 1009 berarti efektif
Jika < 1009 berarti tidak efektif
Jika = 100% berarti efektifitas berimbang
Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta pada tahun 2022 anggarannya dikatakan berhasil mengoptimalkan penggunaan
sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan sebesar 81 9%
atau 0.819. Meskipun hasil dari perhitungan tersebut ke efektifannya tidak 100%,
namun hal ini menunjukan bahwa Provinsi DKI Jakarta telah menggunakan sumber
daya dan operasional dengan sehari — harinya menggunakan pengukuran efektif untuk
mencapai sebagian besar tujusn yang telah ditetapkan. Akan tetapi masi ada ruang
untuk berupaya dalam mencapaibiaya yang serendah — rendahnya dengan konsep value
Sfor money.
Hasil Atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal
Menurut Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa pemerintah
telah memenuhi sebagian besar standar transparansi fiskal, dengan tingkat pencapaian berikut:
» 24 kriteria, yang terdiri dari 7 kriteria untuk pelaporan fiskal, 8 kriteria untuk prakiraan
dan penganggaran fiskal, 8 kriteria untuk analisis dan manajemen risiko fiskal, dan 1
kriteria untuk manajemen pendapatan sumber daya, mencapai tingkat advance.
» Ada 15 kriteria yang mencapai tingkat Good, dengan 5 kriteria pada pelaporan fiskal,
4 kriteria pada prakiraan fiskal dan penganggaran, 3 kriteria pada analisis dan

manajemen risiko fiskal, serta 3 kriteria pada manajemen pendapatan sumber daya.

Y)’

Dan sebanyak 8 kriteria masih berada pada level Basic yang terdiri dari 1 kriteria pada
pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal Dan 7 kriteria pada pilar Manajemen
Pendapatan sumber Daya

Penilaian tersebut didasrakan atas parktik — praktik yang telah dilakukan oleh
pemerintah pada tahun 2022.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data yang sudah dijabarkan diatas pengunaan strategi Value For Money
dapat membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 dalam mengalokasikan
sumber daya secara efisien. Dengan memastikan bahwa setiap pengeluaran dijelaskan dan
dipertanggungjawabkan secara akurat, penerapan strategi Value for Money juga membantu
menciptakan budaya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.

Dengan penerapan strategi Value for Money Pemerintah Kota DKI Jakarta dapat
mengevaluasi laporan keuangan realisasi anggaran dan belanja daerah untuk menemukan cara
yang lebih efisien untuk mengelola sumber daya keuangan dan untuk mengurangi
kemungkinan pemborosan atau penyalahgunaan dana publik.

Dengan menggunakan pengukuran ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, kita dapat
menilai apakah langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk
meningkatkan kinerja apakah sudah mengikuti strategi yang telah direncanakan atau belum
secara berkelanjutan dari tahun ke tahun.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas bahwa Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta dalam meningkatkan kinerja masi harus diperbaiki lagi. Walaupun dengan perhitungan
pengukuran Value for money pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk kategori berhasil
dalam menunjukan peningkatan akan tetapi masi harus mengurangi ketimpangan pendapatan
dengan cara investasi dalam infrastruktur public seperti transportasi, pendidikan, kesehatan,
dan akses air bersih yang mampu mengurangi ketimpangan pendpatan dengan meningkatkan
aksesibilitas masyarakat

Dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memastikan bahwa investasi dilakukan
secara efisien dan efektif. Tidak hanya itu Dengan meningkatkan pajak, retribusi, dan
pendapatan asli daerah (PAD) lainnya, pemerintah DKI Jakarta dapat mengurangi
ketergantungannya pada penerimaan pembiayaan. Dengan diversifikasi sumber pendapatan,
pemerintah dapat meningkatkan keberlanjutan keuangan dan mengurangi risiko fluktuasi
penerimaan pembiayaan.

Selain itu Pemerintah DKI Jakarta harus melakukan evaluasi kebijakan fiskal seperti
kebijakan pajak dan subsidi yang berdampak pada penerimaan pembiayaan yang tinggi.
Dengan menemukan dan menghilangkan kebijakan yang tidak efektif atau merugikan,
pemerintah dapat mengurangi tekanan terhadap penerimaan pembiayaan dan meningkatkan

efisiensi pengelolaan keuangan publik.
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